BAB |
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1.1. Latar Belakang

Perekonomian itu sangat ditopang oleh perdagangan, Jika perdagangan
lancar maka perekonomian juga lancar dan sebaliknya. Pembangunan nasional di
bidang ekonomi penyusunan serta pelaksanaannya berdasarkan tujuan-tujuan
untuk kemajuan kesejahteraan umum. Keutamaan kesejahteraan umum ini akan
terwujud apabila pelaksanaan perekonomian nasional mengutamakan asas
demokrasi yang berlandasan pada prinsip kebersamaan yang hakiki, gotong
royong menuju keadilan sosial, kesinambungan yang berwawasan pada
kepentingan lingkungan serta sosial, kemandirian pelaku dalam pasar, serta tekad
untuk membangun ekonomi nasional yang kuat sebagaimana amanat Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD
1945);

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara

Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah

darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Perdagangan nasional Indonesia mencerminkan suatu rangkaian aktivitas
perekonomian yang dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.



Perdagangan sebagai roda penggerak yang utama perekonomian nasional
seharusnya berhaluan pada tujuan-tujuan nasionalistik. Sehingga, perlu adanya
perspektif untuk memandang bahwasanya perdagangan bukan lagi sebatas
aktivitas transaksional terhadap komoditas barang/jasa. Di situasi pasar bebas,
ketika batas-batas negara tidak lagi kaku, pola interaksi yang mencair dan
komunikasi yang meluas berkat bantuan teknologi, era ketika perdagangan antar
negara sangat mudah dilakukan, pelaku usaha harus tetap menjunjung tinggi
prinsip kepentingan masyarakat nasional. Perdagangan harus kembali kepada
harkat kehidupan berbangsa, inilah cita-cita yang terkandung dalam pembukaan
UUD 1945 yang mulia itu.

Pelaksanaan kegiatan perekonomian kadang kala terjadi penyimpangan-
penyimpangan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Oleh karena itu dibutuhkan
perangkat hukum dalam memberikan batasan dan mengatur kegiatan
perekonomian. Diakui bahwa antara ekonomi dan hukum memang berkaitan erat,
karena antara satu dengan yang lainnya saling mempengaruhi sejarah
pertumbuhan ekonomi dan perkembangan hukum di dunia. Perkembangan
ekonomi sangat mempengaruhi dinamika perundangan hukum di Indonesia,
sebaliknya perubahan-perubahan yang terjadi pada hukum akan memberikan
dampak yang luas serta signifikan terhadap kemajuan dan efektifitas bidang

ekonomi. !

! Hermansyah, Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia. Kencana, Jakarta. 2008.
h. 6



Salah-satu jenis kejahatan yang sering dilakukan oleh pelaku usaha adalah
penimbunan barang. Penimbunan barang ini seringkali dilakukan terhadap barang
yang penting atau berguna bagi kehidupan manusia, yang familiar dikenal sebagai
barang-barang kebutuhan pokok atau kebutuhan primer yang penting dalam
menunjang kehidupan sehari-hari. Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 71 tahun
2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang
Penting (selanjutnya disingkat Perpres No 71/2015) menyatakan bahwasanya
barang-barang kebutuhan Pokok merupakan peruntukan barang yang manfaatnya
menyangkut kemaslahatan hajat hidup masyarakat luas, skala pemenuhan
kebutuhan yang sifatnya primer sangat tinggi sehingga menjadi faktor pendukung
utama dalam mencapai kesejahteraan masyarakat yang adil dan beradab.

Pemahaman terhadap klasifikasi barang kebutuhan pokok menyangkut
kebutuhan komoditas barang yang sangat dibutuhkan masyarakat untuk
memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti komoditas beras, gula, minyak goreng,
mentega, daging sapi, daging ayam, telur ayam, susu, jagung, kedelai, dan garam
beryodium. Selanjutnya, pemahaman terhadap komoditas barang yang dianggap
penting secara teknis menyangkut komoditas barang yang sifatnya strategis
sehingga sangat berperan krusial dalam pemenuhan dan kelancaran pembangunan
nasional, contoh barang penting menurut pemahaman tersebut seperti pupuk,
semen, serta bahan bakar minyak dan gas.

Penimbunan barang adalah pembelian bahan makanan secara besar-
besaran, kemudian ditimbun sehingga harganya naik., dan termasuk pada

penguasaan atas produksi, pemasaran barang dan atas penggunaan jasa tertentu



oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.? Penimbunan secara
teknils menyangkut situasi dan kondisi lalu lintas keluar-masuk barang
menyangkut volume permintaan (demand) yang akan berjumlah lebih tinggi (baik
intensitas maupun kuantitasnya) daripada volume penawaran (supply). Situasi dan
kondisi sebuah komoditas barang mengalami penimbunan akan mengarah pada
kejadian-kejadian terkait inflasi dan kenaikan harga barang yang melesat. Secara
logis, kuantitas tinggi peredaran uang akan melampaui angka produksi barang
dalam statistik, inilah fase penimbunan barang akan menciptakan keadaan di mana
volume permintaan lebih tinggi dari volume penawaran. Pasar akan mengalami
kelangkaan komoditas barang yang beredar, adapun bila barang tertentu itu
tersedia, maka banderol harga akan menjadi sangat tinggi. Inilah situasi terjadinya
“makar ekonomi” atau kondisi ketika pelaku usaha yang melakukan penimbunan
barang melakukan kecurangan yang merusak stabilitas pasar.

Kecurangan pelaku penimbun komoditas barang memiliki pola yang
terbaca sebagai berikut: pelaku usaha yang telah memiliki niat curang akan
melakukan aktifitas memborong komoditas barang, sehingga menjadikan barang
tersebut mengalami kelangkaan, dan setelah beberapa waktu akan dapat
menjualnya dengan margin keuntungan yang sangat tinggi. Tindakan “sengaja
memborong” dengan tindakan susulan “menimbun barang” yang sangat dicari
masyarakat, akan menghasilkan “kenaikan harga”. Pola seperti inilah yang kerap

muncul dalam praktik penimbunan barang.

? Suherman Rosyidi, Pengantar Teori Ekonomi Pendekatan Kepada Teori Mikro dan Makro
Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2001. h. 362-363



Dunia sekarang menghadapi Pandemi COVID 19 (Corona) yang bermula
di Wuhan. Kemudian menyebar ke negara-negara termasuk ke Indonesia,
dampaknya dari virus Corona menyebabkan banyak orang melakukan
penimbunan terhadap alat-alat kesehatan, misalnya masker, sarung tangan medis,
alkohol dan larutan pembersih tangan sampai harganya naik dan sangat merugikan
masyarakat sebagai pihak konsumen. Virus corona ramai diketahui banyak orang,
seorang dokter bernama Li Wenliang telah memberikan informasi soal
kemunculan virus tersebut. Dia memberikan pesan yang mengejutkan di grup
alumni sekolah kedokterannya melalui aplikasi pesan singkat yang populer di
China, WeChat. Badan kesehatan dunia (WHO) sebelumnya menyatakan bahwa
kemungkinan, hewan menjadi sumber utama dari virus ini. Namun, beberapa
penularan secara terbatas antara manusia bisa terjadi dengan kontak dekat. Dokter
spesialis Erlina Burhan dari Pokja Infeksi Pengurus Pusat PDPI juga mengatakan,
kasus pneumonia berat ini dimulai dari sebuah pasar ikan yang juga menjual
unggas di Wuhan, Tiongkok.® Dalam wabah ini banyak masyarakat yang
memanfaatkan wabah ini untuk melakukan Penimbunan. Dengan mengirim
masker dalam jumlah besar ke China. Di Indonesia juga sudah mulai banyak
masyarakat yang melakukan penimbunan.

Penimbunan komoditas barang kesehatan ini terlihat dengan munculnya
fakta bahwa kuantitas uang yang beredar lebih tinggi dibandingkan kuantitas

barang. Di tengah maraknya wabah virus corona pada awal Februari menyerang di

* Fellyanda Suci Agiesta “Cerita Lengkap Asal Mula Munculnya Virus Corona di
Wuhan”, diakses dari https://www.merdeka.com/dunia/cerita-lengkap-asal-mula-munculnya-virus-
corona-di-wuhan.html. Diakses pada tanggal 12 April 2020



https://www.merdeka.com/reporter/fellyanda-suci-agiesta/
https://www.merdeka.com/dunia/cerita-lengkap-asal-mula-munculnya-virus-corona-di-wuhan.html
https://www.merdeka.com/dunia/cerita-lengkap-asal-mula-munculnya-virus-corona-di-wuhan.html

Wuhan, banyak orang berlomba-lomba untuk mendapatkan masker untuk dikirim
ke China, di Indonesia Polda Jawa Tengah menangkap tiga pelaku Penimbunan
Masker dan alat Kesehatan. Para tersangka diamankan dengan barang bukti 4000
lembar masker dan antiseptik. Mereka mengaku menjual masker dan antiseptik
lewat Facebook dengan menyertakan nomor yang bisa dihubungi. Pada saat itu
masyarakat panik berusaha mencari barang yang sudah Langka. Hingga pada saat
itu mereka sudah menjual 30 kardus masker yang mereka timbun sejak Februari
2020. Mereka menjual masker tersebut dengan harga 275 ribu/pack yang berisi 50
lembar. Padahal harga normal hanya sekitar 30-40 ribuan per pack. Sedangkan
mereka juga menjual antiseptik dengan harga 165 ribu dengan ukuran 500ml.
Mereka menjual via online dan COD (Cash On Delivery) terjual paling banyak
adalah via Online. Sementara itu Polisi menemukan 600 masker di kompleks
Pergudangan MJP Cargo. Di tempat tersebut pihak kepolisian menemukan
kardus-kardus berjumlah 240 kardus. 1 kardus berisi 40 kotak kecil, satu kotak
berisi 50 masker keseluruhan ada 600 ribu masker.

Indonesia pada dasarnya telah memiliki beberapa aturan yang tersebar
dalam berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan pelanggaran
penimbunan barang, salah-satunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan (selanjutnya disingkat UU No. 7/2014). Pasal 29 menyatakan
bahwa:

1. “Pelaku Usaha dilarang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau

Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi

kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas
Perdagangan Barang.”

* Redaksi. Tiga pelaku penimbunan masker ditangkap. Duta,5 Maret 2020. h.7.



2. “Pelaku Usaha dapat melakukan penyimpanan Barang kebutuhan
pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu jika
digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses
produksi atau sebagai persediaan Barang untuk didistribusikan.”

3. “Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan Barang kebutuhan
pokok dan/atau Barang penting diatur dengan atau berdasarkan
Peraturan Presiden.”

Perundangan di atas jelas bertujuan untuk melarang praktik penimbunan barang.
Di sisi lain, keberadaan perundangan yang tegas dan kuat akan menciptakan
pembatasan ruang yang signifikan dan progresif terhadap tindakan kecurangan-
kecurangan dalam perekonomian. Sehingga, konsumen atau dalam topik
penulisan ini akan sering disebut sebagai masyarakat, akan mendapatkan
perlindungan dari ‘“kelangkaan” dan ‘“kenaikan harga” yang merugikan atas
komoditas barang pokok/penting. Berdasarkan uraian latar belakang masalah ini,
maka penulis tertarik pada perspektif hukum yang dapat menjerat pelaku
penimbunan barang pokok/penting selama pandemi COVID-19 terjadi di
Indonesia, terutama komoditas alat-alat kesehatan. Sehingga, untuk meneliti lebih
lanjut mengenai penelitian hukum yang berjudul AKIBAT HUKUM
PENIMBUNAN ALAT-ALAT KESEHATAN DI MASA PANDEMI
DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI

INDONESIA.

1.2. Rumusan Masalah
Apakah akibat hukum bagi pelaku penimbunan alat kesehatan di masa

pandemi menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia?



1.3 Tujuan Penelitian
A. Tujuan Akademik :
Sebagai persyaratan akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya.
B. Tujuan Praktis :
a. Untuk mengetahui akibat hukum bagi para pelaku penimbunan alat
kesehatan di masa pandemi
b. Untuk menganalisa penerapan pasal pertanggungjawaban para pelaku
penimbunan alat kesehatan di masa pandemi menurut peraturan

perundang-undangan di Indonesia

1.4 Metode Penelitian
A. Tipe Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis
Normatif.> Yuridis Normatif yang merupakan penelitian berdasar pada
peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan literature-literatur serta
norma-norma yang berkaitan dengan pokok bahasan.
B. Pendekatan Masalah
Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah
berdasarkan statute approach yaitu pendekatan yang dilakukan dengan
menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu

hukum yang ditangani®. Sedangkan conceptual approach merupakan teori

% Peter Mahmud Marzuki, 'Penelitian Hukum. Prenada Media, Jakarta. 2005. h.35.
® Op.cit h.133



dari ahli hukum, literatur-literatur dan bacaan lainnya sesuai dengan kasus
yang diambil.
C. Bahan Hukum
Bahan Hukum vyang digunakan dalam Penelitian ini dapat
dibedakan sebagai berikut :
a.) Bahan Hukum Primer adalah :
a) Undang-undang No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan
b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
¢) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
e) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan

Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

b.) Bahan Hukum Sekunder adalah :
Bahan Hukum yang menunjang bahan hukum primer, tidak bersifat
mengikat tetapi menjelaskan mengenai olahan pendapat atau pikiran
para ahli. Bahan Hukum Sekunder berupa literatur, yurisprudensi, dan

asas-asas.

D. Langkah Penelitian
a.) Langkah Pengumpulan Bahan Hukum :
Tipe Penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif, penelitian
ini dimulai dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang

berkaitan dengan masalah yang dibahas, kemudian pembahasan akan
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mengarah pada klasifikasi masalah. Klasifikasi masalah ini bertujuan
sebaga proses memilah-milah sumber dan bahan-bahan hukum yang
terkait untuk mendapatkan pemecahan dari rumusan masalah terkait.
Penyusunan akan dilakukan dengan sistematis untuk memahami tiap
bahan hukum yang tersedia.
b.) Langkah Analisa :

Analisa data yang digunakan adalah metode deduktif, yaitu dimulai
Dari ketentuan atau hal-hal yang bersifat umum dalam hal ini adalah
peraturan perundang-undangan, doktrin, serta teori-teori yang
ditemukan dalam literatur yang diterapkan pada rumusan masalah
untuk menghasilkan jawaban yang bersifat khusus. Untuk menjawab
permasalahan tersebut, digunakan penafsiran otentik dan penafsiran
sistematik.

1.5 Pertanggungjawaban Sistematika

Penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab sebagai berikut:

BAB | PENDAHULUAN ; bab ini di awali dengan pemaparan latar
belakang permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Di mana kasus
yang dibahas yaitu Penimbunan barang-barang pokok. Sebagaimana diketahui
Penimbunan barang pokok ini ketika kondisi ekonomi sedang mengalami inflasi
yang secara otomatis harga barang melonjak tinggi, ada oknum-oknum nakal yang
mencoba cara-cara berdagang dengan curang dengan melakukan “makar
ekonomi”. Selanjutnya, ketika harga barang mencapai puncak ketinggiannya

mereka melepaskan barang-barang yang sudah ditimbun guna meraup keutungan
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lebih besar. Bab ini dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan

tipe penelitian yang digunakan, yakni : Yuridis normatif

BAB IlI; LARANGAN PENIMBUNAN BARANG MENURUT
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA- Bab ini terbagi
dalam 2 sub bahasan. Bab 2.1 Pengaturan Terkait Penimbunan Barang Dalam
Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia. Berisi tentang pengaturan
Penimbunan Barang, bab ini mengemukakan aturan hukum terkait perbuatan
Penimbunan barang barang yang dibutuhkan masyarakat dan akibat hukumnya.
Bab 2.2 Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Penimbunan Barang Secara
Perdata Dan Pidana . Berisi tentang bentuk-bentuk pertanggungjawaban hukum

pelaku penimbunan barang.

BAB Ill; ANALISIS TERHADAP PENIMBUNAN ALAT

KESEHATAN DI MASA PANDEMI

Bab ini terdiri dari 2 sub bab bahasan. Bab 3.1 Kasus Penimbunan Alat
Kesehatan Selama Masa Pandemi di Indonesia. Bagian membahas tentang inti
Kasus Penimbunan alat-alat kesehatan. Bab 3.2 Analisis Penimbunan Alat
Kesehatan Di Masa Pandemi Menurut Peraturan Perundang-undangan.
Bagian membahas tentang Analisis akibat hukum bagi pelaku Penimbunan alat

kesehatan Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.

BAB 1V; PENUTUP, bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.

Kesimpulan adalah hasil jawaban yang ringkas atas rumusan masalah yang
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dikemukakan dalam penelitian ini. Sedangkan saran merupakan rekomendasi atau

preskripsi yang ditunjukan untuk perbaikan atas penegakan hukum ke depannya.



